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PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 
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TENTANG 

 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4688); 
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6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5497) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6914); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 754); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350 ); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1312); 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1777); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1213); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Nomor 3);  

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 
tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Barat Nomor 1); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 
Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Nomor 2); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 9); 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2025. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah 
Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah 
yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran berkenan. 

6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil 
berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan 
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. 

7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah 
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk memadai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
Desentralisasi. 

8. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran berkenan 

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali 
baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun 
anggaran berikutnya. 

12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali. 

13. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi 
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik 

Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan 
hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 

14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

 

Pasal 2 

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan 
Pembiayaan Daerah. 
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Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 
direncanakan sebesar Rp3.465.066.875.614,00 (tiga triliun empat 
ratus enam puluh lima miliar enam puluh enam juta delapan ratus 

tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah), yang 
bersumber dari: 

a. Pendapatan asli daerah; 

b. Pendapatan transfer; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

 

Pasal 4 

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 
Rp952.021.711.556,00 (sembilan ratus lima puluh dua 
miliar dua puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu lima 
ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c.  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2)  Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a direncanakan sebesar Rp741.518.755.652,00 (tujuh ratus 
empat puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta tujuh 
ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua 
rupiah). 

(3)  Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp194.607.048.593,00 (seratus 
sembilan puluh empat miliar enam ratus tujuh juta empat 
puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp1.253.070.525,00 (satu miliar dua ratus lima 
puluh tiga juta tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh lima 
rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp14.642.836.786,00 (empat belas miliar enam ratus empat 
puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh 
ratus delapan puluh enam rupiah). 
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Pasal 5 

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 huruf a direncanakan sebesar Rp741.518.755.652,00 
(tujuh ratus empat puluh satu miliar lima ratus delapan 

belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima 
puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 

a. pajak reklame; 

b. pajak air tanah; 

c. pajak mineral bukan logam dan batuan; 

d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; 

e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; 

f. pajak barang dan jasa tertentu; 

g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan 

h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor. 

(2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 

(3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b  direncanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh 
dua miliar rupiah). 

(4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c  direncanakan sebesar 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d  direncanakan 
sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar 
rupiah). 

(6) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e  direncanakan 
sebesar Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh 
miliar rupiah). 

(7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp217.000.000.000,00 
(dua ratus tujuh belas miliar rupiah). 

(8) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 
Rp100.721.111.227,00 (seratus miliar tujuh ratus dua 
puluh satu juta seratus sebelas ribu dua ratus dua puluh 
tujuh rupiah). 

(9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar 
Rp63.797.644.425,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus 
sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat 
ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). 
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Pasal 6 

(1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas: 

a. pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron; 

b. pajak reklame kain; dan 

c. pajak reklame berjalan. 

(2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp4.724.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua 
puluh empat juta rupiah). 

(3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus 
delapan puluh juta rupiah). 

(4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan 
puluh enam juta rupiah). 

 

Pasal 7 

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar 
Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah), 
bersumber dari Pajak Air Tanah. 

 

Pasal 8 

(1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah), yang terdiri atas : 

a. pajak batu kapur; 

b. pajak granit/andesit; 

c. pajak marmer; dan 

d. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya. 

(2) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp2.164.000.000,00 (dua 
miliar seratus enam puluh empat juta rupiah). 

(3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp495.500.000,00 (empat 
ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). 

(4) Pajak marmer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh 
belas juta rupiah). 

(5) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar 223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima 
ratus ribu rupiah). 
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Pasal 9 

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua 

puluh miliar rupiah), bersumber dari pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan. 

 

Pasal 10 

Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e  
direncanakan sebesar Rp190.000.000.000,00 (seratus 
sembilan puluh miliar), bersumber dari bea perolehan hak atas 
tanah dan bangunan-pemindahan hak. 

 

Pasal 11 

(1) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan 
sebesar Rp217.000.000.000,00 (dua ratus tujuh belas 
miliar rupiah), yang terdiri atas : 

a. pajak barang dan jasa tertentu restoran; 

b. pajak barang dan jasa tertentu penyedia jasa boga atau 
catering; 

c. pajak barang dan jasa tertentu konsumsi tenaga listrik 
yang dihasilkan sendiri; 

d. pajak barang dan jasa tertentu hotel; 

e. pajak barang dan jasa tertentu vila; 

f. pajak barang dan jasa tertentu penyediaan atau 
penyelenggaraan tempat parkir; 

g. pajak barang dan jasa tertentu tontonan film atau 
bentuk tontonan audio visual lainnya yang 
dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi 
tertentu; 

h. pajak barang dan jasa tertentu pergelaran kesenian, 
musik, tari, dan/atau busana; 

i. pajak barang dan jasa tertentu pameran; 

j. pajak barang dan jasa tertentu permainan ketangkasan; 

k. pajak barang dan jasa tertentu rekreasi wahana air, 
wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, 
wahana salju, wahana permainan, pemancingan, 
agrowisata, dan kebun binatang; 

l. pajak barang dan jasa tertentu panti pijat dan pijat 
refleksi; dan 

m. pajak barang dan jasa tertentu distkotek, karaoke, kelab 
malam, bar, dan mandi uap/spa. 
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(2) Pajak barang dan jasa tertentu restoran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
72.945.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus 
empat puluh lima juta rupiah). 

(3) Pajak barang dan jasa tertentu penyedia jasa boga atau 
katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar 55.000.000,00 (lima puluh lima juta 
rupiah). 

(4) Pajak barang dan jasa tertentu konsumsi tenaga listrik 
yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c direncanakan sebesar 82.000.000.000,00 
(delapan puluh dua miliar rupiah). 

(5) Pajak barang dan jasa tertentu hotel sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp38.200.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus 
juta rupiah). 

(6) Pajak barang dan jasa tertentu vila sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta 
rupiah). 

(7) Pajak barang dan jasa tertentu penyediaan atau 

penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 
Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). 

(8) Pajak barang dan jasa tertentu tontonan film atau bentuk 
tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara 
langsung di suatu lokasi tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 
Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). 

(9) Pajak barang dan jasa tertentu pergelaran kesenian, musik, 
tari, dan/atau busana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf h direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 
(seratus delapan puluh juta rupiah). 

(10) Pajak barang dan jasa tertentu pameran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar 
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 

(11) Pajak barang dan jasa tertentu permainan ketangkasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan 
sebesar 12.915.000.000,00 (dua belas miliar sembilan 
ratus lima belas juta rupiah). 

(12) Pajak barang dan jasa tertentu rekreasi wahana air, 
wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, 
wahana salju, wahana permainan, pemancingan, 
agrowisata, dan kebun binatang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar 
1.365.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima 
juta rupiah). 

(13) Pajak barang dan jasa tertentu panti pijat dan pijat refleksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan 
sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta 
rupiah). 
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(14) Pajak barang dan jasa tertentu distkotek, karaoke, kelab 
malam, bar, dan mandi uap/spa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar 
Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta 

rupiah). 

 

Pasal 12 

Anggaran opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 
Rp100.721.111.227,00 (seratus miliar tujuh ratus dua puluh 
satu juta seratus sebelas ribu dua ratus dua puluh tujuh 
rupiah), bersumber dari opsen pajak kendaraan bermotor. 

 

Pasal 13 

Anggaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h 
direncanakan sebesar Rp63.797.644.425,00 (enam puluh tiga 
miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat 
puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), 
bersumber dari opsen bea balik nama kendaraan bermotor. 

 

Pasal 14 

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar 
Rp194.607.048.593,00 (seratus sembilan puluh empat 
miliar enam ratus tujuh juta empat puluh delapan ribu lima 
ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 

a. retribusi jasa umum;  

b. retribusi jasa usaha; dan  

c. retribusi perizinan tertentu. 

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar 185.473.255.293,00 (seratus 
delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga 
juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan 
puluh tiga rupiah). 

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp633.793.300,00 (enam 
ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga 
ribu tiga ratus rupiah). 

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c  direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 
(delapan miliar lima ratus juta rupiah). 
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Pasal 15 

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp1.253.070.525,00 (satu miliar dua 

ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu lima ratus dua 
puluh lima rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan 
kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal 
pada badan usaha milik daerah. 

 

Pasal 16 

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar 14.642.836.786,00 (empat belas 
miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga 
puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), 
yang terdiri atas: 

a. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak 
dipisahkan;  

b. jasa giro; 

c. pendapatan bunga; dan  

d. pendapatan denda pajak daerah. 

(2) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak 
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp5.942.836.786,00 (lima miliar 
sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga 
puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). 

(3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar 
Rupiah). 

(4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c  direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu 
miliar dua ratus juta rupiah). 

(5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

 

Pasal 17 

(1)  Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar 
Rp2.513.045.164.058,00 (dua triliun lima ratus tiga belas 
miliar empat puluh lima juta seratus enam puluh 
empat ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. pendapatan transfer antar daerah.  
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(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp2.335.113.284.000,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh 
lima miliar seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh 

empat ribu rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp177.931.880.058,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar 
sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan 
puluh ribu lima puluh delapan rupiah). 

 

Pasal 18 

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar 
Rp2.335.113.284.000,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh 
lima miliar seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh 
empat ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. dana desa; 

b. insentif fiskal; 

c. DBH; 

d. DAU; dan  

e. DAK. 

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp245.021.177.000,00 (dua ratus 
empat puluh lima miliar dua puluh satu juta seratus tujuh 
puluh tujuh ribu rupiah). 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp8.244.609.000,00 (delapan miliar 
dua ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan ribu 
rupiah). 

(4)  DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar 105.826.344.000,00 (seratus lima 
miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat 
puluh empat ribu rupiah). 

(5) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp1.321.024.978.000,00 (satu triliun 

tiga ratus dua puluh satu miliar dua puluh empat juta 
sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). 

(6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar 654.996.176.000,00 (enam ratus lima 
puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh enam 
juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). 
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Pasal 19 

(1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar 
Rp177.931.880.058,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar 

sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan 
puluh ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 

a. pendapatan bagi hasil; dan 

b. bantuan keuangan. 

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar 171.181.880.058,00 (seratus 
tujuh puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta 
delapan ratus delapan puluh ribu lima puluh delapan rupiah). 

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam 
miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 

 

Pasal 20 

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan 
sebesar Rp3.465.066.875.614,00 (tiga triliun empat ratus enam 

puluh lima miliar enam puluh enam juta delapan ratus tujuh 
puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri 
atas: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan  

d. belanja transfer. 

 

Pasal 21 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 huruf a direncanakan sebesar Rp2.597.763.043.728,00 
(dua triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh 
ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus 
dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a direncanakan sebesar Rp1.507.786.175.565,00 (lima ratus 
tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus 
tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). 
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(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.054.652.368.163,00 
(satu triliun lima puluh empat miliar enam ratus lima puluh 
dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus enam 

puluh tiga rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e direncanakan sebesar Rp31.104.500.000,00 (tiga puluh 
satu miliar seratus empat juta lima ratus ribu rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.220.000.000,00 (empat 
miliar dua ratus dua puluh juta rupiah). 

 

Pasal 22 

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp1.507.786.175.565,00 (lima ratus tujuh miliar tujuh ratus 

delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu lima 
ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara; 

b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara; 

c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat 
daerah; 

d. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah /wakil kepala 
daerah; 

e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan 
rakyat daerah serta kepala daerah /wakil kepala daerah; 

f. Belanja pegawai bantuan operasional satuan 
pendidikan;dan 

g. Belanja pegawai badan layanan umum daerah. 

(2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp717.217.264.440,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar dua 
ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh empat ribu 
empat ratus empat puluh rupiah). 

(3) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp619.669.219.768,00 (enam ratus sembilan belas miliar 
enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan 
belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). 

(4) Gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp50.104.692.292,00 (lima puluh miliar seratus 
empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus 
sembilan puluh dua rupiah). 
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(5) Gaji dan tunjangan kepala daerah /wakil kepala daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp2.471.514.291,00 (dua miliar empat ratus tujuh 
puluh satu juta lima ratus empat belas ribu dua ratus sembilan 

puluh satu rupiah). 

(6) Penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat 
daerah serta kepala daerah /wakil kepala daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp1.573.120.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh 
puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah). 

(7) Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan 
sebesar Rp25.272.060.000,00 (dua puluh lima miliar dua 
ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah). 

(8) Pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 
Rp91.478.304.774,00 (sembilan puluh satu miliar empat 
ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tujuh 
ratus tujuh puluh empat rupiah). 

 

Pasal 23 

(1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp717.217.264.440,00 (tujuh ratus 
tujuh belas miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus 
enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah), 
yang terdiri atas: 

a. Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara; 

b. Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara; 

c. Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara; 

d. Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil 
negara; 

e. Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara; 

f. Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus 
aparatur sipil negara; 

g. Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara; 

h. Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara  

i. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil 
negara; 

j. Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil 
negara;dan 

k. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan 
rakyat aparatur sipil negara. 

(2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp520.894.229.038,00 (lima ratus dua puluh miliar delapan 
ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh 
sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah). 
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(3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp47.608.750.704,00 (empat puluh tujuh miliar 
enam ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh 

ratus empat rupiah). 

(4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp5.821.151.000,00 (lima miliar delapan ratus dua 
puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah). 

(5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp48.175.114.829,00 (empat puluh delapan miliar 
seratus tujuh puluh lima juta seratus empat belas ribu 
delapan ratus dua puluh sembilan rupiah). 

(6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp2.582.381.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus 
Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu 
Ribu Rupiah). 

(7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp27.639.387.033,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus 
tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu 
tiga puluh tiga rupiah). 

(8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus 
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g direncanakan sebesar Rp2.213.301.827,00 (dua 
miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus satu ribu delapan 
ratus dua puluh tujuh rupiah). 

(9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar 
Rp10.419.001,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan belas 
ribu satu rupiah). 

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan 
sebesar Rp49.912.443.290,00 (empat puluh sembilan miliar 
sembilan ratus dua belas juta empat ratus empat puluh tiga 
ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). 

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil 
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j 
direncanakan sebesar Rp2.775.264.129,00 (dua miliar tujuh 
ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh empat 
ribu seratus dua puluh sembilan rupiah). 

(12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan 
sebesar Rp5.325.792.388,00 (lima miliar tiga ratus dua 
puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga 
ratus delapan puluh delapan rupiah). 
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(13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan 
rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.259.030.201,00 
(empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh 

ribu dua ratus satu rupiah). 

 

Pasal 24 

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp1.054.652.368.163,00 (satu triliun lima puluh empat 
miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam 
puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang 
terdiri atas: 

a. belanja barang; 

b. belanja jasa; 

c. belanja pemeliharaan; 

d. belanja perjalanan dinas; 

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada 
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; 

f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan 
pendidikan; dan 

g. belanja barang dan jasa badan layanan usaha daerah. 

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp165.641.120.890,50 (seratus enam 
puluh lima miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus 
dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh koma lima 
rupiah). 

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp470.872.597.549,00 (empat ratus 
tujuh puluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima 
ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh 
sembilan rupiah). 

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp32.721.614.672,50 (tiga 
puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta enam 
ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh dua koma 

lima rupiah). 

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.267.728.259,00 
(tujuh puluh enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta 
tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh 
sembilan rupiah). 

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak 
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.786.591.300,00 
(dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh enam 
juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah). 
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(7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp202.028.728.540,00 (dua ratus dua 
miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh 

delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah). 

(8) Barang dan jasa badan layanan usaha daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 
Rp80.333.986.952,00 (delapan puluh miliar tiga ratus tiga 
puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu 
sembilan ratus lima puluh dua rupiah). 

 

Pasal 25 

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

 

Pasal 26 

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

 

Pasal 27 

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp31.104.500.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus empat 
juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:  

a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan  

b. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah. 

(2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp20.480.180.000,00 (dua puluh miliar empat ratus 
delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). 

(3) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp10.624.320.000,00 (sepuluh miliar enam ratus 

dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 28 

Anggaran belanja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.220.000.000,00 
(empat miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), terdiri atas 
belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat. 
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Pasal 29 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar 
Rp326.228.674.356,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar 

dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh 
empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri 
atas: 

a. modal tanah; 

b. modal peralatan dan mesin; 

c. modal gedung dan bangunan; 

d. modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. modal aset tetap lainnya; dan 

f. modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp3.269.807.140,00 (tiga 
miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus 
tujuh ribu seratus empat puluh rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp102.187.963.634,00 (seratus dua miliar seratus delapan 
puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam 
ratus tiga puluh empat rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp69.198.800.935,00 (enam puluh sembilan miliar seratus 
sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu sembilan 
ratus tiga puluh lima rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp137.325.579.583,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga 
ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan 
ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp13.361.224.900,00 (tiga belas miliar tiga ratus enam 
puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan 

ratus rupiah). 

(7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f direncanakan sebesar Rp885.298.164,00 (delapan 
ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh 
delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah). 
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Pasal 30 

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp3.269.807.140,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan 

juta delapan ratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) 
bersumber dari Belanja modal tanah. 

 

Pasal 31 

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp102.187.963.634,00 (seratus dua 
miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus 
enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), 
yang terdiri atas: 

a. belanja modal alat besar; 

b. belanja modal alat angkutan; 

c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur; 

d. belanja modal alat pertanian; 

e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga; 

f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar; 

g. belanja modal alat kedokteran dan Kesehatan; 

h. belanja modal alat laboratorium; 

i. belanja modal komputer; 

j. belanja modal alat keselamatan kerja; 

k. belanja modal rambu-rambu; 

l. belanja modal peralatan olahraga; 

m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional 
satuan pendidikan; dan 

n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan usaha 
daerah. 

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.714.024.100,00 (dua 
miliar tujuh ratus empat belas juta dua puluh empat ribu 

seratus rupiah). 

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.408.194.350,00 
(sembilan miliar empat ratus delapan juta seratus sembilan 
puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah). 

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp77.990.494,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus 
sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat 
rupiah). 
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(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.485.114.345,00 
(tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta seratus 
empat belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). 

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp37.276.000.915,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus 
tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima belas rupiah). 

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan 
sebesar Rp2.201.171.913,00 (dua miliar dua ratus satu juta 
seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas 
rupiah). 

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 
Rp3.930.123.400,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh 
juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah). 

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar 
Rp11.512.990.900,00 (sebelas miliar lima ratus dua belas 
juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus 

rupiah). 

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.892.521.958,00 
(enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta 
lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh 
delapan rupiah). 

(11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar 
Rp16.463.000,00 (enam belas juta empat ratus enam puluh 
tiga ribu rupiah). 

(12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp440.599.800,00 
(empat ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh 
sembilan ribu delapan ratus rupiah). 

(13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp27.018.399,00 
(dua puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus sembilan 

puluh sembilan rupiah). 

(14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional 
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf m direncanakan sebesar Rp8.715.127.560,00 (delapan 
miliar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh tujuh 
ribu lima ratus enam puluh rupiah). 

(15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan usaha 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n 
direncanakan sebesar Rp5.490.622.500,00 (lima miliar 
empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh dua 
ribu lima ratus rupiah). 
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Pasal 32 

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp69.198.800.935,00 (enam puluh 

sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta 
delapan ratus ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), 
yang terdiri atas: 

a. belanja modal bangunan gedung; 

b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan 

c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan 
usaha daerah. 

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp67.854.760.935,00 (enam puluh tujuh miliar delapan 
ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu 
sembilan ratus tiga puluh lima rupiah). 

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp194.040.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta 
empat puluh ribu rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar 
seratus lima puluh juta rupiah). 

 

Pasal 33 

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp137.325.579.583,00 (seratus tiga 
puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus 
tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga 
rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal jalan dan jembatan; 

b. belanja modal bangunan air; dan 

c. belanja modal instalasi. 

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp118.398.760.742,00 (seratus delapan belas miliar tiga 
ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh 
ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah). 

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.532.217.292,00 
(tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus 
tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah). 

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp1.394.601.549,00 (satu 
miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus satu 
ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah). 
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Pasal 34 

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp13.361.224.900,00 (tiga belas miliar tiga ratus 

enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu 
sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal bahan perpustakaan; dan 

b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasioal 
satuan pendidikan. 

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp232.101.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta seratus 
satu ribu rupiah). 

(3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasioal satuan 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp13.129.123.900,00 (tiga belas 
miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh 
tiga ribu sembilan ratus rupiah). 

 

Pasal 35 

(1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan 
sebesar Rp885.298.164,00 (delapan ratus delapan puluh 
lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus 
enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan 

b. belanja modal aset lainnya badan layanan usaha daerah. 

(2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp385.298.164,00 (tiga ratus delapan puluh lima 
juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam 
puluh empat rupiah). 

(3) Belanja modal aset lainnya badan layanan usaha daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 

Pasal 36 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp53.772.545.881,00 
(lima puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima 
ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu 
rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. 
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Pasal 37 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar 
Rp487.302.611.649,00 (empat ratus delapan puluh tujuh 

miliar tiga ratus dua juta enam ratus sebelas ribu enam 
ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp62.697.901.449,00 (enam 
puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta 
sembilan ratus satu ribu empat ratus empat puluh delapan 
rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp424.604.710.200,00 (empat ratus dua puluh empat miliar 
enam ratus empat juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus 
rupiah). 

 

Pasal 38 

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 
direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah), yang terdiri atas: 

a. penerimaan Pembiayaan; dan  

b. pengeluaran Pembiayaan. 

 

Pasal 39 

(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp0 (nol 
Rupiah), yang terdiri atas: 

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya; 

b. pencairan dana cadangan; 

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. penerimaan Pinjaman Daerah; 

e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; 

f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 
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(6) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

  

Pasal 40 

(1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol 
rupiah), yang terdiri atas: 

a. pembentukan dana cadangan; 

b. penyertaan modal daerah; 

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan 

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah). 

(6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah). 

 

Pasal 41 

(1) Tidak terdapat selisih antara anggaran Pendapatan Daerah 
dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya 
kondisi anggaran Balanced sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan 
Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan 
Balanced sebesar Rp0 (nol rupiah). 
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Pasal 42 

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

yang terdiri dari: 

a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang 
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Hibah; 

d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; 

e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Bantuan 

Keuangan bersifat umum dan bersifat 
khusus; 

f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran belanja bagi 
hasil; 

g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII : Rincian DBH-Sumber Daya Alam 
Pertambangan Minyak Bumi Dan 
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan 
DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
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j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Perda 
tentang APBD dan Rancangan Perkada 

tentang Penjabaran APBD dengan 
Program Prioritas Perbatasan Negara. 

 

Pasal 43 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 44 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

Ditetapkan di Ngamprah 
pada tanggal 31 Desember 2024 

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT, 
 
 

ttd. 
 

ADE ZAKIR 
 

Diundangkan di Ngamprah 
Pada tanggal 31 Desember 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 
 

ttd. 
 

ERISKA HENDRAYANA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 41 
 
 
 


